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Undang-undang Nomor 13 Talmn 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Fabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 193¢ tentang
Penetapan  mulai  berlakunya  Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1950,

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 teniang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negars
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3312};

Undang-undang Nomeor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lemabaran Negara Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan  Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);
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Undang-undang  Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah {Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848

Undang-undang Nomor 28 Tazhun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952},

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom {Lembaran Negara
Tahun 2000 WNomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952},

. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4021},
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13. Peraturan Pemermiah Nomor 105 Tahun 2006
tentang  Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah {(Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022,

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Talun 2000
tentang Pimjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 204, Tambshan Lembaran Negara
Nomor 4024},

15. Peraturan Pemermtah Nomeor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4027},

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Nomior 4028);

17. Peratwran Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4029);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 118, Tambsahan Lembaran Negara
Nomor 4138);
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Peraturan Pemerintah  Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139};

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
{(Lembaran Negara Talhun 2001 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165},

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 fentang
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Talun 1999 Nomor
70),

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah Nomor 11 Tshun 2001 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun

2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-
jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
Tata Cara Penyusunan Anggaran dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13

Tahun 2001 fentang Pola Dasar Pembangunan
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001-2005;
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5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17
Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah
(Propeda) Kabupaten Kebumen Tahun 2002-2005;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Febumen Nomor 18
Tahun 2002  tentang  Rencana  Strategis
Pembangunan Daerah abupaten Febumen Tahun
2002-2005;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2
Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten  Kebumen Nomor :  75/KPTS-
DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan - PERATURAN DAERAH KABUPATEN EKEBUMEN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004,
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2004 sebagai berikut :
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a. Pendapatan .. ... ... ... .. Rp417.756.799 600 00

b. Belamja.........................Rp.443.210.984.000,00

Defisit  Rp. (25454 185.000.00)

c. Pembiayaan :
1. Penerimaan Bp.26.063.235.000,00
2. Pengeluaran Rp. 605.050.000.00

Jumlah  Rp. 25.454.185.000.00

Pasal 2

Uratan lebth lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daersh ini yang
terdiri dari :

a.

b.
e

Lampiran 1

Lampiran II
Lampiran 1

Lampiran IV

Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

: Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

: Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang
Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat
Daerah;

: Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per
Jabatan;

: Datiar Piutang Daerah;

. Daftar Pinjaman Daerah;

. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;

. Daftar Aktiva Tetap Daerah

. Dattar Dana Cadangan.
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